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ABSTRAK

Hubungan hukum izin usaha pertambangan dengan pemegang hak atas
tanali merupakan hubungan yang timbul berdasarkan kesepakatan antara mereka
yang tunduk pada hubungan hukum keperdataan. Yang menjadi permasalahan
skripst dalam skripsi ini adalah: 1. Apa saja syarat-syarat agar diizinkannya hak
atas usaha  pertambangan oleh masyarakat? 2. Apakah yang menyebabkan
penghentian sementara kegiatan izin usaha pertambangan menurut uu no 3 tahun
20207

Metode peneliti
mengembangkan,
il

an hukum normatif yaitu suatu usaha untuk menemukan,
dan  menguji kebenaran suatu pengetahuan,
akukan dengan menggunakan metode ilmiah.

Hasil Penelitian, faktor yang menyebabkan penghentian sementara
kegiatan izin usaha pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020
yaitu, tumpang tindih hak atas wilayah operasi kontraknya, kontrak production
sharing. Syarat-syarat agar diizinkannya hak atas usaha pertambangan oleh
masyarakat adalah: Surat permohonan, Nomor Induk Berusaha (NIB), Salinan
Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat
yang, menyatakan pemohon merupakan penduduk setempat, dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Simpulan, berdasarkan hasil penelitian pihak
kegiatan usaha pertambangan dal
secara langsung melakukan penar

usaha mana

yang akan melakukan
am pengusahaan pertambangan tidak dapat
nbangan atau pengeboran tanah karena lokasi
tersebut terdapat pemilik hak atas tanah. Sedangkan pemilik hak atas tanah pada
umumnya juga tidak dengan mudah memberikan izin kepada orang lain untuk
memasuki pekarangannya dan melakukan penambangan.

Saran, Sebagai masyarakat jika ingin diizinkannya hak atas tanah harus
memenuhi syarat untuk mendapatkan 1zin Usaha Pertambangan Rakyat dan agar

tdak terjadinya faktor yang menyebabkan penghentian sementara ke
usaha pertambangan maka haru

Undang No 3 tahun 2020.

Rekomendasi dalam penerapan sanksi Hukum Pertambangan administrasi
nomor 3 tahun 2020 Pasal 15].

giaran izin
S memenuhi persyaratan yang ada di Undang-

Kata Kunci: Hak Atas Tanah, Izin Usaha Pertambangan, Pertambangan
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BAB IV

PENUTUP

. A. Kesimpulan

Berdasarkan dengan  pembahasan pada permasalahan, dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut

I. Syarat-syarat agar diizinkannya hak atas usaha pertambangan oleh masyarakat

adalah: Surat permohonan, Nomor Induk Berusaha (NIB), Salinan Kartu

Tanda Penduduk (KTP), Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang

menyatakan  pemohon merupakan penduduk setempat, Surat pernyataan

kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di

bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta keselamatan

pertambangan, dan Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang perpajakan.

Fakior-faktor yang menyebabkan penghentian sementara kegiatan izin usaha

pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 adalah:

a. Tumpan Tumpang tindih hak atas wilayah operasi kontraknya, kontrak

production sharing, peri

batubara dan Kuasa pertambangan  disaty pihak dengan hak-hak:

kehutanan, perkebunan, ulayat masyarakat adat, transmigrasi dan tanah

penduduk setempat dj pihak lain,

Usaha Pertambangan dengan pengelolaan dan perlindungan lingkungan

Pengembangan masyarakat (community developmem) sekitar wilayah

usaha pertam bangan
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B. Saran- Saran

penulis sebagai berikut:

|. Sebagal masyarakat jika ingi, diizinkannya hag gas tanah ha hi
rus memenuhi

syarat-syarat untuk mendapatkan |2, Usaha Pertambangan Rakyat

2. Agar tidak terjadinya faktor-faktor Yang menyebabkan penghentian sementara

kegiaran izin usaha Pertambangan mak, harus memenuh; persyaratan yang

ada di Undang-

Undang Nomor 3 tahun 2020 atas perubahan Undang-
Nomor 4 tahun 2009.

Undang
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